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PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PERMEN-KP/2018
TENTANG

TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan

Tangkap;

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5073);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5949);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 317);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 271);
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8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan
Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 978);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PRODUKSI
PERIKANAN TANGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk
melakukan kegiatan pengelolaan produksi perikanan
tangkap.

2. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap adalah Pegawai
Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan
produksi perikanan tangkap sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan
dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang
harus dicapai oleh Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap dalam rangka pembinaan karier yang

bersangkutan.
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10.

11.

Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya
disingkat DUPAK adalah daftar usulan yang memuat
data perorangan Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
yang  berisi rincian uraian = kegiatan  dengan
mencantumkan nilai/Angka Kredit yang diperoleh dalam
kurun waktu tertentu sebagai bahan penilaian dalam
PAK.

Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap yang selanjutnya disebut
Tim Penilai adalah Tim Penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas
membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan
Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap.

Tim Penilai Pusat adalah Tim Penilai yang bertugas
membantu pejabat pimpinan tinggi madya yang
membidangi perikanan tangkap di Kementerian Kelautan
dan Perikanan.

Tim Penilai Unit Kerja adalah Tim Penilai yang bertugas
membantu pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang
kesekretariatan pada Direktorat Jenderal di Kementerian
Kelautan dan Perikanan.

Tim Penilai Provinsi adalah Tim Penilai yang bertugas
membantu sekretaris daerah provinsi atau pejabat
pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk yang
membidangi perikanan tangkap.

Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim Penilai yang
bertugas membantu sekretaris daerah kabupaten/kota
atau pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk yang
membidangi perikanan tangkap.

Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK
adalah surat penetapan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan Angka Kredit yang berisi satuan dan
akumulasi nilai dari hasil penilaian uraian kegiatan yang
diperoleh Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dalam

kurun waktu tertentu.
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Berita Acara Hasil Penilaian DUPAK adalah daftar yang
memuat data Jabatan Fungsional Pengelola Produksi
Perikanan Tangkap beserta kolom yang berisi usulan
penilaian dan kolom berisi hasil pemeriksaan Tim Penilai
dari uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola
Produksi Perikanan Tangkap dalam jangka waktu
tertentu.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP
adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.

Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang

melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.
b.

tata kerja Tim Penilai; dan

tata cara penilaian.

BAB II
TATA KERJA TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 3

Tim Penilai terdiri dari:

(1)

Tim Penilai Pusat;
Tim Penilai Unit Kerja;
Tim Penilai Provinsi; dan

Tim Penilai Kabupaten/Kota.

Pasal 4
Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan
tinggi madya yang membidangi perikanan tangkap di

Kementerian Kelautan dan Perikanan.
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